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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM 

MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA PENYAGUAN 

KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

 

Oleh: 

Sudirman Hala 

NIM : 11870513808 

 

 

Kemiskinan merupakan masalah yang harus segera diatasi oleh pemerintah 

segara dituntaskan dan diputus mata rantai penyebab dari kemiskinan. 

Kemiskinan pada hakikatnya menunjukan pada situasi kesengsaraan 

ketidakmampuan yang dialami seseorang, baik ketidakmampuannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidup, maupun ketidakmampuan Negara memberikan 

perlindungan sosial kepada rakyatnya. Maka langkah kebijkan yang diambil 

pemerintah adalah membuat Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini 

bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluraga sangat miskin (KSM) akses 

pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dengan terlaksananya PKH dapat 

meningkatkan taraf kehidupan sosial, kesehatan, dan pendidikan terutama pada 

masyarakat miskin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftif 

yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur – unsur, ciri – ciri, sifat 

fenomena. Jenis data dan analisisnya adalah data kualitatif yang merupakan data 

berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Penngumpulan data dengan cara 

observasi, studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa hasil sosialisasi program keluarga harapan di Desa 

Penyaguan telah dilaksanakan dengan baik, kebijakan dan penyusunan anggota 

disetiap kabupaten, kecamatan dan desa sesuai dengan tugas dan kewenagan 

sesuai SOP yang digunakan pada pedoman umum PKH. Sosialisasi sudah 

terlaksana baik, penyaluran bantuan kurang tepat waktu, kurangnya koordonasi 

tenaga pendamping, verifikasi kesehatan dan pendidikan sudah berjalan dengan 

baik, sistem pengaduan masyarakat berjalan baik, komunikasi sudah dilakukan 

dengan baik, sumber daya peralatan kurang memadai, kewewenangan, disposisi 

sikap perilaku pelaksana sudah baik. Kemiskinan di Desa Penyaguan berbentuk 

kemiskinan absolut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Maslah 

Negara Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang 

banyak dan wilayah geografis yang luas. Saat ini penduduk Indonesia sekitar 

273.5 juta jiwa dan di anugrahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi 

menurut Data Badan Stasitik (BPS) tahun 2020 terdapat 9.78 persen penduduk 

Indonesia saat ini hidup dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan pada hakikatnya 

menunjukan pada situasi kesengsaraan ketidakmampuan yang dialami seseorang, 

baik ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, maupun 

keridakmampuan Negara memberikan perlindungan social kepada rakyatnya. 

Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinani ini diantaranya anak – anak putus 

sekolah, dan tingkat kriminalitas meningkat. 

Tujuan dalam meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial khususnya 

kemiskinan, maka pemerintah Indonesia memiliki berbagai program 

penanggulangan kemiskinan, salah satunya program berbasis bantuan sosial dari 

pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan 

pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan 

membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan 

kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi 

kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program 

bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin (KM) atau dalam istilah 

Internsional dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT). Sedangkan untuk 
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di Indonesia sendiri Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan pada 

tahun 2007. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama 

pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya 

kualitas sumber daya manusia. 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pelaksanaan dari Undang – 

undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden 

Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemisikinan, 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluaga 

Harapan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan 

sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin 

(RTSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH yang memenuhi salah satu 

komponen PKH dengan kewajiban melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang 

telah di tetapkan. Proogram Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian 

bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Keluarga 

Sangat Miskin (KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. 

Kemiskinan dapat membuat permasalahan pada negara, baik bentuk 

kriminalitas dan masalah lain seperti pengangguran dan lain-lain. Masalah 

kemiskinan harus dituntaskan secara mendasar, karena kemiskinan tersebut 

menyangkut tingkat kehidupan manusia, bukan hanya sekedar permainan angka 

relatif saja.Pemecahan masalah ini harus dilakukan secara multidisipliner oleh 

para ahli karena masalahnya bersifat multidimensional, yang penanggulangannya 

tidak dapat mengandalkan sistem mekanisme pasar. Kemiskinan akan 
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menggerogoti hasil pembangunan atau akan menjadi faktor penghambat pembatas 

bagi pembangunan. Maka dari itu, masyakat perlu untuk disejahterahkan. 

Tujuan Umum dari Program ini adalah untuk meningkatkan jangkauan 

atau aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan publik, khususnya 

pendidikan dan kesehatan.Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk mengurangi 

kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada 

kelompok masyarakat sangat miskin. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya 

membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan 

pengalaman Negara-negara lain, program seperti ini memiliki manfaat yang besar 

bagi keluarga atau masyarakat yang sangat miskin.  

 Table 1.1 

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hulu 

(Ribu Jiwa) 

No. Tahun Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Penduduk 

1 2017 26,42 Jiwa 425.897 Jiwa 

2 2018 27,22 Jiwa 433.933 Jiwa 

3 2019 26,66 Jiwa 441.789 Jiwa 

Sumber data : BPS Kabupaten Indragiri Hulu 2021 

Indragiri Hulu atau sering disingkat dalam penyebutan INHU merupakan 

salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, wilayah kabupaten Indragiri 

Hulu seluas 8.195,26 Km
2
 atau 819.826 hektar. Pada tabel 1.1 diatas diperoleh 

data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2017 – 2019 
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dengan jumlah penduduk 441.789 jiwa, persentase penduduk miskin Indragiri 

Hulu tahun 2019 adalah 6,30% turun sebesar 0,24% dibandingkan tahun 2018. 

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki jumlah kecamatan sebanyak 14 

kecamatan, adapun jumlah penduduk rumah tangga sangat miskin berdasarkan 

kecamatan adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Jumlah penduduk dan jumlah keluarga miskin berdasrkan 

Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu 

No. Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah RTSM/KSM 

1 Batang Cenaku 33.667 Jiwa 2.002 Jiwa 

2 Batang Gansal 17.257 Jiwa 3.704 Jiwa 

3 Batang Peranap 14.542 Jiwa 1.873 Jiwa 

4 Kelayang  24.797 Jiwa 1.673 Jiwa 

5 Kuala Cenaku 13.773 Jiwa 1.330 Jiwa 

6 Lirik 27.649 Jiwa 2. 453 Jiwa 

7 Lubuk Batu Jaya 21.653 Jiwa 1.838 Jiwa 

8 Pasir Penyu 36.835 Jiwa 1.598 Jiwa 

9 Peranap 32.105 Jiwa 1.155 Jiwa 

10 Rakit Kulim 23.899 Jiwa 1.327 Jiwa 

11 Rengat 55.149 Jiwa 1.076 Jiwa 

12 Rengat Barat 46.415 Jiwa 1.012 Jiwa 

13 Seberida 56.168 Jiwa 1.020 Jiwa 

14 Sungai Lala 14.946 Jiwa 1.183 Jiwa 
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JUMLAH 441.789 Jiwa 23.244 Jiwa 

Sumber Data : BPS Kabupaten Indragiri Hulu 

Pada tabel 1.2 Kabupaten Indragiri Hulu menjelaskan jumlah penduduk di 

setiap kecamatan sebanyak 441.789 jiwa, dan masyarakat yang tergolong miskin 

atau kurang mampu sebanyak 23.244 jiwa. 

Tabel 1.3 

Jumlah Penduduk Penerima Bantuan Penerima Manfaat  

PKH Berdasarkan Desa Di Kecamatan Batang Gansal Tahun 2020 

No Desa/Kelurahan 

Jumlah RTSM/KSM 

KK Jiwa 

1 Belimbing 80 KK 242 

2 Danau Rambai 90 KK 367 

3 Penyaguan 97 KK 421 

4 Rantau Langsat 107 KK 437 

5 Ringin 55 KK 172 

6 Seberida 70 KK 282 

7 Siambul 100 KK 501 

8 Sungai Akar 132 KK 399 

9 Talang Lakat 45 KK 202 

10 Usul 75 KK 681 

JUMLAH 
851 KK 

Penerima manfaat PKH 

3.704 

Jiwa Penerima 

Manfaat Pkh 

Sumber data : Data Olahan Kantor Kecamatan Batang Gansal 2021 
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 Pada table 1.2 diatas Kecamatan Batang Gansal memilki 10 Desa dengan 

status hukum desa defenitif serta tergolong desa dengan klasifikasi swakarsa. Ibu 

kota Kecamatan Batang Gansal adalah Desa Seberida. Kecamatan Batang Gansal 

pada umumnya dihuni suku Melayu, Jawa, Sunda, Batak dan suku – suku 

pendatang lainnya. Penduduk Kecamatan Batang Gansal terdiri dari 17.257 laki – 

laki dan 16.015 perempuan dan berjumlah keseluruhannya 33.272 jiwa. Dari 

jumlah penduduk tersebut yang tergolomg penduduk miskin sebesar 11%, sisanya 

tergolong penduduk mampu, sejahtera dan kaya. 

Tabel 1.4 

Jumlah RTSM di Desa Penyaguan penerima bantuan PKH 

No Tahun Jumlah RTSM/KSM  

1 2017 102 KK 

2 2018 100 KK 

3 2019 97 KK 

4 2020 97 KK 

Sumber data : Data Kantor Desa Penyaguan Tahun 2020 

 

Pada tabel 1.4 ini memaparkan jumlah rumah tangga sangat miskin 

(RTSM) dan keluarga sangat miskin (KSM) di Desa Penyaguan. Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penyaguan mulai ada pada tahun 2015. 

Sebelum adanya PKH sebagian masyarakat Desa Penyaguan merasa belum bisa 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dikarenakan pekerjaan masyarakat 

sebagian besar hanya sebagai petani, dan masih berpenghasilan di bawah rata-rata. 
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Banyak orang tua yang mengeluh dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan 

yang semakin mahal, yang meyebabkan masih banyak anak-anak yang tidak bisa 

melanjutkan sekolah ketingkat yang lebih tinggi serta tidak bisa berobat ketika 

mereka sakit. Setelah adanya bantuan PKH masuk ke Desa Penyaguan masyarakat 

merasa sedikit terbantu, seperti memenuhi biaya keperluan sekolah dan 

menambah biaya belanja kebutuhan pokok. 

Desa Penyaguan yang memiliki luas wilayah 1500 Ha, dan terbagi ke 

dalam 17 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah penduduk 570 Kartu Keluarga 

(KK). Data kemiskinan di Desa Penyaguan sebanyak 97 Kartu Keluarga (KK). 

Sementara jumlah penduduk Desa Penyaguan dari data laporan pencatatan 

bulanan perkembangan penduduk mencapai 1.913 jiwa serta jumlah penerima 

bantuan sebanyak 56 keluarga penerima manfaat. Adapun hambatan dan 

permasalahan pelaksaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu tidak tepatnya 

sasaran bantuan, ketidak sesuaian KK penduduk, masih banyak anak putus 

sekolah dan tidak melanjutkan kejenjang atas, kurangnya biaya dan pelayanan 

kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki program komponen 

bantuan yaitu ibu hamil, anak usia dini, SD, SMP, SMA/Sederajat, disabilitas 

berat, dan lanjut usia. Di Desa penyaguan semua program komponen berjalan 

dengan baik kecuali pada komponen disabiltas berat, dikarenakan masyarakat di 

Desa Penyaguan tidak ada dan sedikit mengalami kekurangan fisik dan cacat 

permanen. 

Berdasarkan data di atas masih banyak keluarga yang belum mendapatkan 

bantuan PKH, dan apakah penerima manfaat PKH tersebut sudah tepat sasaran 
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atau belum, hal itu yang ingin penulis teliti. Perlu adanya bantuan PKH agar 

keluarga sangat miskin tersebut dapat menjalankan atau melaksanakan dana dari 

pemerintah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan, seperti halnya 

menyekolahkan anaknya dan mengutamakan kesehatannya. Maka perlu adanya 

pendamping PKH untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga sangat miskin 

terkait dengan pendidikan dan kesehatan. PKH dapat menanggulangi kemiskinan 

yang menjadi prioritas utama telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang 

panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan 

kemiskinan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah 

diimplementasikannya, namun masih banyak penduduk miskin di Desa 

Penyaguan yang belum mendapatkan PKH. Penanggulangan kemiskinan bukanlah 

hal yang mudah diatasi, mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat 

multidimensional, yaitu situasi yang dialami oleh suatu bangsa di mana terjadi 

berbagai pertentangan baik besar maupun kecil dalam bidang politik, sosial, 

ekonomi dan juga kebobrokan moral. 

Peserta PKH merupakan orang miskin yang hidupnya di bawah rata-rata. 

Dengan adanya program ini, maka program tersebut untuk membimbing warga 

miskin yang pendidikanya lemah dan standar kesehatanya tidak diperhatikan. 

PKH yang dilaksanakan dan diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin 

didasari dengan tujuan yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Oleh 

karena itu, peserta diberi bimbingan penyuluhan agar program berjalan sesuai apa 

yang direncanakan oleh pemerintah. Dengan adanya bimbingan penyuluhan yang 

diberikan kepada peserta PKH, agar merubah gaya hidup mereka yang semula 
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menjadi miskin lama kelamaan dengan adanya PKH akan menjadi harapan 

pemerintah yang sebenarnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi agar implementasi PKH sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian Program Keluarga Harapan yang merupakan program unggulan dalam 

menanggulangi kemiskinan di Indonesia, dengan judul penelitian: ” 

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi 

Kemiskinan Di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten 

Indragiri Hulu Provinsi Riau”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Penyaguan 

Kecamatan Batang Gansal ? 

2. Apa faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi 

Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa 

Penyaguan Kecamatan Batang Gansal ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi PKH di Desa Penyaguan Kecamatan 

Batang Gansal. 
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2. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi 

implementasi PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa 

Penyaguan Kecamatan Batang Gansal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini bertujuan untuk sebagai tambahan refrensi terkait 

implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi 

kemiskinan di desa Penyaguan kecamatan Batang Gansal kabupaten 

Indragiri Hulu. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadapa 

pelaksanaan program PKH yang lebih baik. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu atau menjadi bahan 

masukan untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian ulang dengan 

menggunakan cara penelitian yang berbeda dan informan-informan yang 

lebih baik dari sebelumnya 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 5 (lima) bab 

dengan uraian sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  
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Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, 

Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

Terdiri dari Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pikir.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBAARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran umum lokasi tempat melakukan penelitian. 

BAB V : HASIL DAN PE,MBAHASAN 

Bab ini berisi menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil 

penelitian, dan pembahasan penelitian. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan – kesimpulan dari pembahasan, saran – saran, daftar 

pustaka, dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan 

kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing – 

masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini 

timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. 

Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli 

pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak 

didefinisikan (Winarno, 2007). Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh 

Thomas R. Dye 1975, (Syafiie, 2006) menyatakan bahwa “kebijakan publik 

adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau 

tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do 

or not to do)”. Dye (Pasolong, 2007) mengemukakan bahwa bila pemerintah 

mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan 

publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan sematamata merupakan 

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sementara Carl 

Friedrich (Winarno, 2007) mengemukakan bahwa: 

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan 

hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan 

untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 
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merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Namun demikian, satu 

hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa 

pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang 

sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam 

tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik 

akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang 

dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Winarno 

mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah 

sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson 1969, (Winarno, 

2007) yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang 

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah 

atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan 

perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang 

diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah. Amir Santoso 1993,(Winarno, 

2007), dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli 

yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada 

dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua 

wilayah kategori yaitu: 

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan 

tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung 

menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan 

publik. Kedua, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan 

perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam 
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kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik 

dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan 

penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis 

yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibatakibat yang bisa diramalkan. 

Lebih lanjut, Effendi (Syafiie, 2006) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan 

publik dapat dirumuskan sebagai: 

Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab –

sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan 

pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan 

pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan 

masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang 

dapat meningkatkan kinerja kebijakan Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli 

di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-

tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. 

Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga 

kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada 

dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas 

pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakantindakan 

untuk masyarakat. 

2.1.1 Ciri-ciri kebijakan publik 

Menurut Easton (Suharno, 2013), ciri kebijakan publik yang utama yaitu yang 

disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik yang 

dalam kesehariannya terlibat dalam urusan – urusan politik dan dianggap oleh 
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sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan – urusan 

politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan – tindakan tertentu. Implikasi 

dari pernyataan diatas menyimpulkan bahwa ciri – ciri kebijakan publik adalah: 

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan 

daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. 

Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu 

tindakan yang direncanakan. 

b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan 

oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang 

berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk 

membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula 

dengan keputusan-keputusan yang bersangkut-paut dengan implementasi 

dan pemaksaan pemberlakuan. 

c. Kebijakan bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan 

pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. 

d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam 

bentuk yang positif dapat mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah 

yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara 

dalam bentuk yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat – 

pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan 

apapun ketika campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan. 
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2.1.2 Proses Kebijakan Publik 

Proses kebijakan publik dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan 

dalam rangka menyelesaikan suatu masalah-masalah publik. Proses kebijakan 

publik menurut Dunn (Suharno, 2013) adalah sebagai berikut : 

a. Penyusunan agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda 

untuk waktu lama  

b. Formulasi Kebijakan 

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. 

Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan 

peradilan dan tindakan legislatif. 

c. Adopsi kebijakan 

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, 

konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 

d. Implementasi kebijakan 

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang 

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. 

e. Evaluasi/Penilaian kebijakan 

Unit – unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan 

apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam 

pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Sedangkan Anderson (Suharno, 
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2013), sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik 

sebagai berikut: 

1) Formulasi masalah (problem formulation) 

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah 

kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk agenda 

pemerintahan. 

2) Formulasi kebijakan (formulation)  

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif 

untuk memecahkan masalah tersebut? siapa saja yang berpartisipasi 

dalam formulasi kebijakan? 

3) Penentuan kebijakan (adaption) 

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa 

yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi 

dari kebijakan yang telah ditetapkan? 

4) Implementasi (implementation) 

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka 

kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan? 

5) Evaluasi (evaluation) 

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa 

yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? 

Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan? 
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2.2. Implementasi Kebijakan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah 

pelaksanaan penerapan. Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (Pasolong, 

2007) Implementasi kebijakan adalah proses mentranformasikan suatu rencana ke 

dalam praktik. Hingga mendefenisikan implementasi sebagai rangkuman dari 

berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber 

daya lain untuk mencapai sasaran strategi.pendapat yang tidak jauh berbeda 

diungkapkan oleh Gordon, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan 

yang diarahkan pada realisasi program.  

Dalam rangka proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang 

saling terkait satu dengan yang lain terkait satu dengan lainnya, perumusan atau 

formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik yaitu proses 

memastikan pokok isu dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan 

memperhatikan bahwa rumusan kebijakan akan menjadi hukum bagi elemen 

negara. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah 

cara yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalammencapai dalam mencapai 

tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata mata 

melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melengkapi 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi dan 

lingkungan kebijakan. 

Berdasarkan uraian diatas, jadi implementasi itu merupakan tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam 

membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan 

tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyrakat. Hal 

tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan 

masyarakat.apalagi sampai merugikan masyarakatksanaan atau penerapan. Istilah 

implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatankegiatan yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.  

Secara etimologis pengertian Implementasi berasal dari Bahasa Inggris 

yaitu to Implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan 

penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau 

akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan 

peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam 

kehidupan kenegaraan. 

Menurut Nugroho (Tahir, 2014) mendefenisikan implementasi sebagai 

upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Menrut Arifin Tahir implementasi 

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan 

ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Sedangkan Van Meter Horn (Agustino, 

2006) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan 

yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan yang 

dimaksud dalam hal ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun 
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dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mrncapai perubahan besar atau 

kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan. Menurut Lester dan Stewart 

(Agustino, 2006) Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output), 

maka keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari 

proses dan pencapaian tujuan akhir (output) yang tercapai atau tidaknya tujuan-

tujuan yang ingin diraih. 

Dari beberapa defenisi implementasi dapat disimpulkan bahwa 

implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang telah 

dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar 

dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara tujuan-

tujuan itu dirumuskan. 

2.2.1 Implementasi Model Gorge C. Edward III 

 Menurut Goerge C. Edward (Tahir, 2014) ada empat faktor dalam 

mengimplentasikan kebijakan publik, yaitu : 

a. Komunikasi  

Faktor komunikasi menunjukkan peranan sabagai acuan pelaksana 

kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini 

menunjukan komunikasi dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan 

terhadap pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar 

dari sasaran yang telah disepakati bersama. Dengan demikian komunikasi 

harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten.  
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b. Sumber daya 

Sumber daya penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan 

keahlian yang diperlukan, informasi cukup relevan tentang cara untuk 

mengimplemntasikan kebijakan dan dalam penyesuaian yang terlibat 

dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini 

dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasiltas dengan 

memberikan pelayanan. Faktor sumber daya mempunyai peran penting 

dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistenya 

ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan kebijakan. 

c. Sikap pelaksana (Disposisi) 

Sikap pelaksana merupakan faktor ketiga dalam implentasi kebijakan 

publik, jika implentasi kebuijakan diharapkan berlangsung efektif, para 

pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus 

dilakukan dan dimiliki kapabilitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

d. Struktur birokrasi 

Meskipun sumber daya untuk mengimplemtasikan kebijakan telah 

mencukupi para pelakasana mengetahui apa yang harus dilakukan serta 

bersedia melaksankannya. Fragmetasi organisasi dapat menghambat 

koordinasi  ysng diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi 

sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama dengan banyak orang. 
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2.3 Pemberdayaan Masyarakat 

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

 Secara umum Community Development (Suharto, 2005) dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk 

memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan 

budaya yang lebaih baik apabila dibandingkan sebelum adanya kegiatan 

pembangunan. Sehingga masyarakat ditempat tersebut diharpkan lebih mandiri 

dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Pemberdayaan 

berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan “ber” menjadi kata “berdaya” 

artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya 

memiliki kekuatan apabila diberi awalan “pe” dengan mendapat sisipan “m” dan 

akhiran “an” menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu jadi berdaya atau 

mempunyai kekuatan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai 

proses, pemberdayaan adalah serangakaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan kelompok lemah dalam msayarakat, termasuk individu-individu 

yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan pemberdayaan 

menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan 

sosial yaitu masyarakat yang berdaya yang mempunyai pengetahuan dan 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, 

ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan 

aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpatisipasi dalam kegiatan sosial, dan 

mandiri dalam melaksanakan tugas – tugas kehidupan. 
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Pemberdayaan masyarakat (Zubaedi, 2007) adalah upaya untuk 

meningkatkan harkat dan martabat golongan yang sedang dalam kondisi yang 

kurang beruntung (miskin), sehingga mereka dapat melepaskan diri dari 

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya pemberdayaan masyarakat 

perlu di dasari dengan pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan akibat 

masyarakat tidak memiliki kekuatan. Memberdayakan masyarakat miskin dan 

terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka 

meningkatkan kualitas hidupnya. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, 

khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan 

kemampuan dalam: 1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki 

kebebasan, dalam arti bukan bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas 

dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari miskin ilmu. 2. Menjangkau 

sumber-sumber produktif yang memunkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendapatannya dan memperoleh barangbarang dan jasa yang mereka perlukan. 3. 

Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusankeputusan yang 

mempengaruhi mereka. Dalam ensiklopedi indonesia, daya adalah kemampuan 

untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Pemberdayaan juga 

dapat di artikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik, dari tidak berdaya 

menajdi berdaya, dan pemeberdayaan juga terkait dengan upaya meningkatkan 

taraf hidup ke arah yang lebih baik. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan 

dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat 

mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk 
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bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar 

masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Secara Konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 

untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat 

sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya 

secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini 

dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan 

keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial, 

budaya dan politik.  

2.3.2 Tahap – Tahap Dan Strategi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. 

Secara teoritis, kecenderungan primer menunjuk pemberdayaan sebagai 

proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau 

kemampuan kepada masyarakat agar setiap individu menjadi lebih berdaya. 

Sebaliknya, kecenderungan sekunder menekankan pada proses memberikan 

stimulus, dan mendorong individu agar mampu menentukan pilihan hidupnya 

melalui proses dialog.  

Sehubungan dengan deskripsi konseptual di atas, maka minimal terdapat 

tiga strategi pemberdayaan yang umum dilaksanakan, yakni:  

Pertama, pemberdayaan yang hanya berkutat di “daun” dan “ranting” atau 

pemberdayaan konformis. Yaitu pemberdayaan hanya dilihat sebagai upaya 

peningkatan daya adaptasi terhadap struktur sosial-kemasyarakatan yang 
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ada.Bentuk strateginya adalah mengubah sikap mental masyarakat yang tidak 

berdaya dan pemberian bantuan. Program-program berjenis karitatif dan sinterklas 

termasuk dalam kategori ini.  

Kedua, pemberdayaan yang berkutat di “batang” atau pemberdayaan 

reformis. Konsep ini tidak mempermasalahkan tatanan sosial, ekonomi, politik, 

dan budaya yang ada, yang terpenting adalah kebijakan operasional. 

Pemberdayaan difokuskan pada upaya peningkatan kinerja operasional dengan 

membenahi pola kebijakan, peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan, 

dsb.  

Ketiga, pemberdayaan yang berkutat di “akar” atau pemberdayaan 

struktural. Strategi ini melihat bahwa ketidakberdayaan masyarakat adalah karena 

struktur sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang kurang memberikan peluang 

bagi kaum yang lemah, dengan demikian pemberdayaan ini menempuh strategi 

melalui transformasi struktural secara mendasar. 

2.4 Evaluasi 

2.4.1. Konsep Evaluasi 

Evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam 

suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanannya, mengendalikan tingkah 

laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, 

dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar lingkungan politik. 



 

26 

 

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam 

kebijakan. Keban (Pasolong, 2013), salah satu bidang penting lain yang 

dipergunakan untuk mengawasi jalannya proses implementasi adalah monitoring. 

Di dalam proses monitoring ini dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan 

hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya. 

2.4.2. Tujuan Evaluasi 

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :  

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat 

diketahui derajad pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. 

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat 

diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.  

3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan 

evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau 

output dari suatu kebijakan.  

4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap ini lebih lanjut, evaluasi 

ditujukan untuk melihat dampak positif maupun negatif. 

5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan 

untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin 

terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran pencapaian 

target. 
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2.4.3. Alasan Evaluasi 

 Kebijakan Evaluasi sangat diperlukan untuk keperluan jangka panjang dan 

untuk kepentingan keberlanjutan (sustainable) suatu program. (Subarsono, 2006) 

memberikan beberapa argumen perlunya evaluasi. 

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh 

suatu kebijakan mencapai tujuannya. 

2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat 

tingkat efektivitasnnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan 

berhasil atau gagal. 

3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian 

kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan 

mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah. 

4. Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak 

dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholder, terutama 

kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah 

kebijakan atau program. 

5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi 

kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses 

pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak melakukan kesalahan 

yang sama. 
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2.4.5. Pendekatan Terhadap Evaluasi 

Tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni : 

1. Evaluasi semu (Pseudo Evaluation) 

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk 

menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid tentang hasil-

hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil 

kebijakan tersebut pada individu, kelompokk, atau masyarakat. 

2. Evaluasi formal (Formal Evaluation) 

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriftif untuk 

menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil 

kebijakan yang secara formal diumumkan sebagai sasaran program 

kebijakan. 

3. Evaluasi proses keputusan teoritis (Decision Theoritic Evaluation) 

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk 

menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil 

kebijakan yang secara eksplisit diinnginkan oleh berbagai 

stakeholders. 
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2.5. Program Keluarga Harapan (PKH) 

2.5.1. Pengertian PKH 

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah 

program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang 

miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir 

miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan 

sebagai keluarga penerima manfaat PKH. 

2.5.2. Tujuan PKH 

Berdasarkan Pasal 2, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di sebutkan bahwa, PKH 

bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses 

layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 

b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga 

miskin dan rentan. 

c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima 

Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 

kesejahteraan sosial. 

d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. 

e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga 

Penerima Manfaat. 
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2.5.3. Sasaran Penerima Bantuan PKH 

Berdasarkan Pasal 3, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2018 tentang PKH disebutkan bahwa, sasaran PKH merupakan keluarga 

dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu 

program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, 

dan/atau kesejahteraan sosial. 

Selanjutnya pada Pasal 4, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa: 

a. Sasaran PKH Akses merupakan keluarga keluarga dan/atau seseorang 

yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu 

program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, 

pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. 

b. PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah: 

pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, atau perbatasan antarnegara. 

2.5.4. Landasan PKH 

Pada awalnya PKH di bawah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat (Menkokesra), namun mulai tahun 2010 berada di bawah Sekretaris Wakil 

Presiden (Sekwapres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan 

kemiskinan, dan Intruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang Program 

Pembangunan yang Berkeadilan. 
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Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan 

pembangunan kemiskinan memuat strategi dan program percepatan 

penanggulangan kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan 

dilakukan dengan: 

a. Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin 

b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin 

c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro dan kecil 

d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Intruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang program 

pembangunan yang berkeadilan, meliputi program pro rakyat, keadilan untuk 

semua (justice for all), dan pencapaian tujuan pembangunan Millenium 

Development Goals (MDGs). 

2.5.5. Besaran bantuan PKH 

Bantuan Sosial PKH di salurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) dengan beban kebutuhan kelurga pada aspek kesehatan, pendidikan dan 

kesejahteraan sosial akan mendapatkan besaran bantuan yang berbeda-beda, 

dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga. Artinya 

besaran nominal jumlah bantuan setiap penerima bantuan tidak akan sama, hal ini 

dihitung berdasarkan jumlah komponen masing-masing KPM PKH. 
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Tabel 2.1 

Skema Bantuan PKH 

No Kategori Bantuan PKH Bantuan  

Pertahun 

Bantuan 

Perbulan 

1. Ibu Hamil Rp. 2.400.000 Rp. 600.00 

2 Anak Usia Dini Rp. 2.400.000 Rp. 600.00 

3 SD Rp. 900.000 Rp. 225.000 

4 SMP Rp. 1.500.000 Rp. 375.000 

5 SMA Rp. 2.000.000 Rp. 500.000 

6 Disabilitas Rp. 2.400.000 Rp. 600.000 

7 Lanjut Usia Rp. 2.400.000 Rp. 600.000 

       Sumber data : SK Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial no. 02/SK/LJ/01/2019 

a. Ibu hamil bantuan sebesar Rp 2.400.000 pertahun, 

b. Anak usia dini Rp 2.400.000 pertahun, 

c. Anak SD Rp 900.000 petahun, 

d. Anak SMP Rp 1.500.000 pertahun, 

e. Anak SMA Rp 2.000.000 pertahun, 

f. Disabilitas berat Rp 2.400.000 pertahun dan 

g. Lanjut usia di atas 70 tahun Rp 2/400.000 juta/tahun. 
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2.6. Penanggulangan Kemiskinan 

2.6.1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang 

dihadapi di wilayah-wilayah baik yang sudah maju maupun kurang maju, yang 

ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat 

miskin umumnya lemah dalam kemampuan usaha dan terbatasnya akses kepada 

prasarana, modal dan kegiatan sosial ekonomi lainnya, sehingga tertinggal jauh 

dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan 

menghambat tercapainya pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan, dan 

demokrasi ekonomi. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan harus menjadi 

prioritas utama dalam pembangunan nasional dan pembangunan wilayah. 

Menurut Kurniawan Suparlan (Khomsan, 2015), kemiskinan dapat 

didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu 

tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan 

dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak 

pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri 

mereka yang tergolong orang miskin. 

2.6.2. Bentuk-Bentuk Kemiskinan 

Menurut Chambers (Khomsan, 2015) kemiskinan dapat dibagi dalam 

empat bentuk, yaitu: 
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a. Kemiskinan absolut, yaitu bila pendapatannya berada di bawah garis 

kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau 

kebutuhan dasar termasuk papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan 

yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. 

b. Kemiskinan relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan 

pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga 

menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut 

sebenarnya telah duduk di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah 

kemampuan masyarakat sekitarnya. 

c. Kemiskinan kultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang 

atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak 

mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif 

meskipun ada bantuan dari pihak luar. 

d. Kemiskinan struktural, yaitu situasi miskin yang disebabkan karena 

rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial 

budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemikinan, tetapi 

sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan. 

2.6.3. Dampak-Dampak Kemiskinan 

Berikut rincian dampak yang terjadi akibat kemiskinan: 

a. Banyaknya pengangguran. 
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b. Terciptanya perilaku kekerasan, ketika seseorang tidak lagi mampu 

mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal dan 

mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga 

keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. 

c. Banyaknya anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya 

pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi 

mampu menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. 

d. Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan biaya pengobatan 

yang tinggi membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak 

berobat, Sehingga mereka sama sekali tidak mendapatkan 

pelayanan kesehatan yanglayak. 

2.7. Pandangan Islam tentang Program Keluarga Harapan 

Dalam Islam jaminan sosial itu berarti, tanggung jawab penjaminan yang 

harus dilaksanakan masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang 

membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha 

merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka dan menghindarkan 

keburukan dari mereka. Namun, harus diingat jika membahas takaful dalam Islam 

adalah bahwa takaful mencakup orang yang membutuhkan yang telah 

mengerahkan segala upayanya tetapi tidak bisa merealisasikan kecukupannya. 

Sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa Islam mendukung para penganggur 

dan orang-orang yang malas bekerja. 

Atas dasar tersebut, maka terminologi jaminan sosial mengandug beberapa 

makna, diantaranya adalah 1) keharusan, 2) tanggung jawab kolektif dalam 
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penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jamaah ke individu atau 

dari individu terhadap jamaah, 3) keluasan cakupannya terhadap semua sisi 

penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. (Asmuni Shalihan 

Zamakhsyari, 2010) 

Takaful merupakan tanggung jawab masing-masing individu, masyarakat 

dan pemerintah sebagaimana yang dijelaskan berikut ini: (Asmuni Shalihan 

Zamakhsyari, 2010) 

2.7.1. Tanggung Jawab Individu 

Ini adalah tanggung jawab individu yang diemban oleh seseorang yang 

mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang yang dia wajib 

nafkahi seperti kerabat dan orang sekitar mereka yang membutuhkan. Hal tersebut 

terkait dengan tolong-menolong yang disebutkan dalam hadist berikut : 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم Muslim (no. 2699)  

 ٍْ سَههىَ قاَلَ يَ َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ِّٙ صَههٗ اللَّه ٍِ انُهبِ ُُّْ عَ ُ عَ َٙ اللَّه ْٚسَةَ زَضِ ْٙ ْسَُ ٍْ أبَِ عَ

وِ  ْٕ ٍْ كُـسَبِ َٚ ُُّْ كُـسْبتًَ يِ َْٛاَ ، َـَفهسَ اللَُّ عَ ٍْ كُسَبِ اندُّ ٍٍ كُـسْبتًَ يِ ٍْ يُؤْيِ َـَفهسَ عَ

ٍْ ٚسَهسَ عَهـَٗ يُـعْ  يَ َٔ ٍْ سَخـَسَ انْقِٛاَيَتِ،  يَ َٔ خِسَةِ ،  ْٜ ا َٔ َْٛاَ  ِّ فِـٙ اندُّ ْٛ ـسَ اللَُّ عَهَ سِسٍ ، ٚسَه

ٌَ انْعَبْدُ فِٙ  ٌِ انْعَبْدِ يَا كَا ْٕ اللَُّ فِـٙ عَ َٔ خِسَةِ ،  ْٜ ا َٔ َْٛاَ  ـا ، سَخـَسَُِ اللَُّ فِـٙ اندُّ ًً يُسْهِ

ـ ًً ِّ عِهْ سُ فِٛ ًِ ٍْ سَهكََ طسَِٚقاً ٚهَْخَ يَ َٔ  ، ِّ ٌِ أخَِٛ ْٕ ِّ طسَِٚقاً إنِـَٗ انْـجَُهتِ عَ مَ اللَُّ نَُّ بِ ا ، سَٓهـ

َُْٛٓىُْ ،  ٚخَدََازَسَُٕـَُّ بَ َٔ ٌَ كِخاَبَ اللَِّ ،  ٍْ بـُُٕٛثِ اللَِّ ٚخَْهُٕ ْٛجٍ يِ وٌ فِـٙ بـَ ْٕ عَ قـَ ًَ يَا اجْخَ َٔ  ،
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حَفه  َٔ تُ ،  ًَ حْـ غَشِـٛـَخْـٓىُُ انسه َٔ ِٓىُ انسهكُِٛتَُ ،  ْٛ ذَكَـسَْىُُ إِلَّه َـَزَنجَْ عَهَ َٔ لائَكَِتُ ،  ًَ ـخْـٓىُُ انْـ

ِّ َـَسَبـُُّ  هـُُّ ، نـَىْ ٚسُْسِعْ بِـ ًَ ِّ عَ أَ بِـ ٍْ بطَهـ يَ َٔ ُْدَُِ ،  ٍْ عِ ًَ  اللَُّ فِٛ

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu „alaihi 

wasallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari 

seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari 

Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam 

masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari 

kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, 

maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa 

menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. 

Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan 

baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah 

Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara 

mereka,melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi 

mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah 

para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh 

amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak 

bisa mempercepatnya.” (HR. Muslim No 2699) 

Ini adalah yang terpenting dari hak-hak tersebut. Abu Hurairah radhiallahu 

‟anhu, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda : 
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اَزَ  وُ انُهٓ ْٕ كَانهرِ٘ ٚصَُ َٔ ْٛمِ اللَِّ،  ِْدِ فِٙ سَبِ جَا ًُ ، كَانْ ٍِ ْٛ سَاكِ ًَ انْ َٔ انسهاعِٙ عَهَٗ اْلأزَْيَهتَِ 

مَْ  وُ انههٛ ْٕ ٚقَُ َٔ  

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda “Orang yang bekerja agar bisa memberi sebagian 

nafkah kepada janda, dan orang miskin, sebagaimana orang yang berjihad di 

jalan Allah, atau seperti orang yang tahajud di malam hari, puasa di siang hari.“ 

(HR. Bukhari 5353 dan Muslim 2982). 

Alquran QS. al-Maidah : 2 yaitu 

لََّ  َٔ  َ٘ لََّ انْٓدَْ َٔ ْٓسَ انْحَسَاوَ  لََّ انشه َٔ  ِ
ا شَعَاۤى ِسَ اّللَّٰ ْٕ

ا لََّ ححُِهُّ ْٕ ٍَ اٰيَُُ ْٚ ٰٓاَُّٚٓاَ انهرِ ٰٚ

 ٌَ ْٕ ْٛجَ انْحَسَاوَ ٚبَْخغَُ ٍَ انْبَ ْٛ يِّ
ۤ
لََّٰٓ اٰ َٔ ى ِدَ 

اِذَا حَههَْخىُْ  انْقلََاۤ َٔ اَاً ۗ َٕ زِضْ َٔ ِٓىْ  بِّ ٍْ زه فضَْلًا يِّ

ا  ْۘٔ ٌْ حعَْخدَُ سْجِدِ انْحَسَاوِ اَ ًَ ٍِ انْ كُىْ عَ ْٔ ٌْ صَدُّ وٍ اَ ْٕ ٌُ قَ لََّ ٚجَْسِيَُهكُىْ شَُاَٰ َٔ ا ۗ ْٔ فاَصْطاَدُ

 َٔ ثْىِ  ا عَهَٗ الَِّْ ْٕ َُ َٔ لََّ حعََا َٔ  ٖۖ ٰٕ انخهقْ َٔ ا عَهَٗ انْبسِِّ  ْٕ َُ َٔ حعََا َٔ َ هٌ اّللَّٰ َ ۗاِ
احهقُٕا اّللَّٰ َٔ ۖ ٌِ ا َٔ انْعُدْ

ْٚدُ انْعِقاَبِ   شَدِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'arsyi'arAllah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 

mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu 
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dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 

2.7.2. Tanggung Jawab Masyarakat 

Sesungguhnya hukum yang asal bahwa pemerintah mencerminkan 

masyarakat dalam merealisasikan jaminan sosial. Akan tetapi jika pemerintah 

tidak melaksanakan hal tersebut karena suatu sebab, maka manusia mengemban 

tanggung jawab tersebut secara langsung. Dimana tanggung jawab ini menjadi 

fardu kifayah. 

2.7.3. Tanggung Jawab Pemerintah 

Tanggung jawab ini adakalanya secara langsung, yaitu dengan 

merealisasikan kecukupan dari Baitul Mal terhadap orang-orang yang tidak 

mampu dan terkadang tidak langsung, yaitu dengan mewajibkan individu dan 

masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang yang membutuhkan. 

Salah satu kebijakan dalam hal jaminan sosial yang dilakukan di Indonesia adalah 

Program Keluarga Harapan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah 

melaksanakan Program bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal 

dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan 

penanggulangan kemiskinan. Program Bantuan Tunai Bersyarat atau disebut 

Conditional Cash Transfers (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan 
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cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh 

negaranegara yang melaksanakannya. 

2.8. Kajian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan permaslahan yang akan diteliti tentang Implementasi 

Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa 

Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. 

1. Penelitian yang dilakukan Oleh Kartika Ayu, Sutomo, dan Kholiq Azhari 

dengan judul Jurnal Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di 

Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Jurnal Ekonomi 

Ekulibrium Volueme 4 No. 1 (2020). Dalam penelitaian tersebut peneliti 

melakukan di Kabupaten Jember yang berfokus di Kelurahan Pancakaraya 

dengan menggunakan beberapa metode hampr sama dalam pengambilan 

konsep teori, dan untuk perbedaan peneliti melakukan dengan waktu dan 

lokasi yang berbeda. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Depi Zahrawati dan Henni Muchtar dengan 

judul jurnal Implementasi Program Keluarga Harapan dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Nagari Malampah 

Kabupaten Pasaman, Jurnal Journal of Civic Education (ISSN: 2622-

237X) Volume 1 No. 4 (2018). Pada peneneltian ini  menunjukkan bahwa 

implementasi PKH pada realitasnya mengalami permasalahan dari pusat 



 

41 

 

ke daerah serta dampak implementasi belum dirasakan secara optimal oleh 

masyarakat dari segi akses pendidikan dan kesehatan. 

3. Penelitan yang dilakukan oleh Khodiziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, dan 

Siswidiyanto dengan judul jurnal Implementasi Program Keluarga 

Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan 

Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, Jurnal Administrasi Publik (JAP) 

volume 2 No. 4. Pada penelitian ini masih adanya hambatan dalam 

implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Dawarblandong 

Kabupaten Mojokerto belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH 

dilaksanakan dengan sesuai. Adanya pelanggaran pendamping yang 

mempunyai pekerjaan lain (double job) selain pendamping dan masih 

adanya masyarakat yang protes. Adanya protes dari masyarakat ini 

menunjukan pelaksanaan PKH tidak berhasil memberikan arahan maupun 

bimbingan kepada masyarakat untuk berusaha menjadi masyarakat yang 

mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pemerintah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dengan judul skripsi Implementasi 

Program Keluarga Harapan Dalam Memberdayakan Masyrakat di Desa 

Pulau Kecil Kecamatan Reteh, lulusan 2020. Lokasi penelitian ini 

dilakukan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, adapun yang 

membedakan penelitian kajian terdahulu  adalah lokasi penelitian dimana 

kajian terdahulu di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir dan 

penulis melakukan penelitian di Desa Penyaguan Kecamatan Batang 

Gansal, Indragiri Hulu 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmania dengan judul skripsi 

Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan 

Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten 

Tebo Provinsi Jambi, lulusan 2020. Di dalam penelitian ini hanya 

membedakan tentang kajian teori peneliti hanya meneliti dengan konsep 

kesejahteraan dan melihat hanya dari perbandingan sosial masyarakat 

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu diatas, yang membedakan dengan 

penulis adalah perbedaan tempat lokasi, dan waktu penelitian, serta kajian 

teori yang di sajikan. 

2.9. Definisi Konsep 

a. Kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan 

oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat 

pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik 

berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam 

kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas 

pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan 

tindakantindakan untuk masyarakat. 

b. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi 

tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan 

kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. 

c. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya atau proses untuk 

menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam 
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mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan 

kesejahteraan mereka sendiri. 

d. Evaluasi pelaksanaan program merupakan upaya untuk mendapatkan 

informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan 

program, keluaran, manfaat dan dapak dari pelaksanaan program yang 

baru selesai dilaksanakan maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan 

balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program selanjutnya. Dengan 

dilaksanakannya evaluasi pada suatu program maka akan diketahui 

faktorfaktor yang mempengaruhi dan dampak dari pelaksanaan program 

sehingga pada perencanaan program yang akan datang dapat berjalan lebih 

baik. 

e. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang 

termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di 

Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan 

dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, 

sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih 

dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat 

memutus rantai kemiskinan. 

f. Kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut 

sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada 

suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar. 
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2.10. Operasional Konsep 

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatau variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut, maka 

peneliti menggunakan indikator – indikator untuk melakukan pengukuran 

kebijakan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Implementasi 

Kebijakan Publik 

(George C. 

Edward III) 

Komunikasi 

1. Transmisi 

2. Kejelasn 

3. Konsistensi  

Sumber Daya 

1. Staf pelaksana 

2. Informasi 

3. Kewewenagan 

4. Fasilitas 

Disposisi 

1. Efek diposisi 

2. Staffing  birokrasi 

3. Isentif  

Struktur 

Birokrasi 

1. Prosedur oerasional baku 

2. Fragmentasi  

Sumber : Ariffin Tahir :2014 
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2.11 Kerangka Befikir 

Kerangka pemikiran ini dimaksud untuk memberikan gambaran-gambaran 

atau batasan-batasan tentang teori yang digunakan penelitian sebagai landasan 

pemahaman tentang penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran yang peneliti 

lakukan di jelaskan dalam bentuk bagan-bagan, yang dapat memudahkan 

pemahaman tentang tata cara dan proses dalam melakukan pengawasan tersebut. 

 

Gambar 2.1 

Tabel Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Program Keluarga Harapan dalam 

Menanggulangi Kemiskinan di Desa Penyaguan 

Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu 

Komunikasi Sumber Daya Disposisi Struktrur 

Birokrasi 

1. Tranmisi 

2. Kejelasan 

3. Konsitensi 

 

1. Staf 

2. Informasi 

3. Wewenang 

4. Fasilitas 

1. Efek disposisi 

2. Pengaturan 

birokrasi 

3. Insentif 

1. Membuat 

SOP 

2. Melakukan 

fragmentasi 

Terimplentasinya 

pelaksanaan PKH 

Tidak 

terimplementasinya 

pelaksanaan PKH 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriktif 

yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu 

fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpul data, menganalisis data dan 

menginterprestasikannya (Suryana, 2010). Jenis data dan analisisnya yaitu data 

kualitatif yang merupakan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar 

(Sugiyono, 2011). 

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan pengambilan data 2020. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan, penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui pengamatan langsung 

ditempat penelitian dengan mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian, yaitu berupa tanya jawab langsung (wawancara), dan observasi 
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langsung dengan Pendaping Program Keluarga Harapan, Ketua PKH, dan 

Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal sebagai principal. 

b. Data Skunder 

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, hal ini diperoleh dari 

berbagai sumber baik berupa laporan, maupun informasi dari pihak terkait. 

3.4 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaiman yang 

dijelaskan oleh (Arikunto, 2013) subjek penelitian adalah subjek yang dituju 

untuk diikuti oleh peneliti. Jadi, sabjek penelitian itu merupakan sumber informasi 

yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka sabjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan secara jelas dan mendalam. 

 Penulis memilih beberapa informan untuk diminta data berupa jawaban 

mengenai implementasi Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi 

Kemiskinan di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri 

Hulu, informan yang diperoleh terdiri dari : 
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Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No Jabatan Kategori 

1 Pendamping PKH 1 

2 Kepala Desa 1 

4 Kasi Desa 1 

5 Peserta PKH 10 

JUMLAH 13 

Sumber data : Data Olahan Peneliti 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan : 

a. Observasi 

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi 

(sumber data primer). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar.(Sugiyono, 2011). 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau 

sedang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan, 
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ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik 

tercetak maupun elektronik. 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik 

observasi selain wawancara yaitu dokumentasi (sumber data skunder). Teknik 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langger, 

agenda dan sebagainnya. 

d. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi 

dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah responden sedikit/kecil (Sugiyono, 2011). Wawancara dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam 

penerapan pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah. 

 

3.6 Analisis Data 

Dalam penelitian penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam 

Menanggulangi Kemiskinan di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal 

Kabupaten Indragiri Hulu. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Kecamatan Batang Gansal 

4.1.1 Kondisi Geografis Kecamatan Batang Gansal 

 Secara umum keadaan topografi Kecamatan Batang Gansal adalah berupa 

dataran sementara ketinggian dari permukaan laut daerah Batang Gansal adalah 

sekitar 14,7-77,0 meter. Seluruh desa di wilayah Kecamatan Batang Gansal dapat 

ditempuh dengan kendaraan roda dua dan empat dengan jarak desa terjauh 78,5 

KM dari pusat pemerintah Kabupaten yaitu desa Danau Rambai. 

Batas – batas wilayah Kecamatan Batang Gansal : 

1. Sebelah Utara  : Kecamatan Seberida 

2. Sebelah Selatan  : Provinsi Jambi 

3. Sebelah Timur  : Kabupaten Indragiri Hilir 

4. Sebelah Barat  : Batang Cenaku 

 

4.1.2 Kondisi Demografis Kecamatan Batang Gansal 

Penduduk Kecamatan Batang Gansal pada umumnya dihuni Melayu, 

Jawa, Sunda, Batak dan suku – suku pendatang dari daerah lainnya. Terdiri dari 

17.257 laki – laki dan 16.015 perempuan yang berasal dari 9.508 rumah tangga. 
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Dilihat dari rasio jenis kelamin terlihat bahwa secara keseluruhan rasio 

jenis kelamin penduduk Kecamatan Batang Gansal adalah 18. Artinya dari 100 

penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki – laki. Jika dirinci menurut desa 

yang ada, terlihat bahwa ada, terlihat bahwa semua desa Kecamatan Batang 

Gansal  memiliki rasio jenis kelamin diatas 100, yang berarti bahwa semua desa 

Kecamatan Batang Gansal ini jumlah penduduk laki – laki lebih banyak dari 

jumlah perempuan. Dilihat dari jumlah penduduk, dari 10 desa yang ada di 

kecamatan Batang Gansal desa Sungai Akar adalah desa yang memiliki jumlah 

penduduk terbanyak. Sementara itu desa Usul memiliki jumlah penduduk paling 

sedikit diantara desa – desa lainnya. 

Table 4.1 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan 

Di Kecamatan Batang Gansal 

No. Desa/Kelurahahn 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Siambul  1.104 957 2.061 

2 Rantau Langsat 772 700 1.472 

3 Sungai Akar 3.685 3.441 7.126 

4 Usul  738 676 1.414 

5 Seberida 2.472 2.244 4.716 

6 Talang Lakat 1.579 1.524 3.103 

7 Belimbing 1.927 1.793 3.720 

8 Ringin 1.343 1.296 2.639 
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9 Penyaguan 986 927 1.913 

10 Danau Rambai 2.651 2.457 5.108 

Jumlah  17.257 16.015 33.272 

Sumber Data : BPS Kecamatan Batang Gansal dalam angka 2021 

4.1.3 Pendidikan dan Keshatan Kecamatan Batang Gansal 

 Pada sektor pendidikan, kecamatan Batang Gansal memiliki 23 unit TK 

sederajat, 22 unit SD sederajat, 6 unit SMP sederajat, 2 unit SMA sederajat. Pada 

sektor kesehatan, di Kecamatan Batang Gansal terdapat 1 unit puskesmas, 11 unit 

puskesmas pembantu, 3 unit praktek dokter, dan 1 unit tempat praktek bidan dan 

25 posyandu. 

Tabel 4.2 

Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan 

Batang Gansal 

No. Desa/Kelurahan 

TK SD SMP SMA SMK 

Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri swasta 

1 Siambul  1 2 1 1      

2 

Rantau 

Langsat 

 1 1 1       

3 Sungai Akar  5 3  1  1    

4 Usul  1 1        

5 Seberida  3 2 1 1    1  

6 Talang Lakat  3 2 1 1      

7 Belimbing  2 1        

8 Ringin  1 1        

9 Penyaguan  2 1 1 1      

10 Danau Rambai  4 2 1  1     

Sumber Data : BPS Kecamatan Batang Gansal Dalam Angka 2021 
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4.1.3 Sosial dan Budaya  

Di kecamatan Batang Gansal toleransi hidup beragama berjalan dengan 

sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pembangunan sarana 

peibadahan di Kecamatan Batang Gansal, tercatat terdapat 35 masjid, 59 

surau/langgar, 60 gereja. Ini merupakan bukti bahwa kepedulian masyarakat 

terhadap kehidupan beragama sanagt kuat. 

Table 4.3 

Jumlah Tempat Ibadah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Batang Gansal 

No. Desa/Kelurahan Masjid Mushala/Langgar/Surau Gereja 

 

1 Siambul 3 5 5 

2 Rantau Langsat 3 4 2 

3 Sungai Akar 6 11 25 

4 Usul 2 3  

5 Seberida 3 15  

6 Talang Lakat 1 1 16 

7 Belimbing 6 8 1 

8 Ringin 4 4 1 

9 Penyaguan 2 4 4 

10 Danau Rambai 2 4 6 

Jumlah 35 59 60 

    Sumber Data : BPS Kecamatan Batang Gansal Dalam Angka 2021 
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4.1.4 Pemerintahan 

Dari sisi pemerintahan Kecamatan Batang Gansal terdiri dari 10 desa 

dengan status hokum desa defenitif serta tergolong desa dengan klasifikasi 

swakarsa. Ibu kota kecamatan Batang Gansal adalah Desa Seberida. Kecamatan 

Batang Gansal memiliki 48 dusun, 62 RW, dan 181 RT. 

Table 4.4 

Jumlah Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga Menurut 

Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Gansal 

No. Desa/Kelurahan Dusun Rukun Warga Rukun Tetangga 

 

1 Siambul 5 5 15 

2 Rantau Langsat 6 4 11 

3 Sungai Akar 4 8 36 

4 Usul 4 6 11 

5 Seberida 4 6 21 

6 Talang Lakat 6 6 17 

7 Belimbing 6 10 17 

8 Ringin 5 5 15 

9 Penyaguan 4 6 17 

10 Danau Rambai 4 7 21 

Jumlah 48 62 181 

Sumber Data : BPS Kecamatan Batang Gansal Dalam Angka 2021 
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4.1.5 Pertanian 

Pada sektor pertanian, di Kecamatan Batang Gansal didominasi oleh 

tanaman perkebunan yakni karet dan kelapa sawit. Dilihat dari luas lahan 

berdasarkan struktur penggunaan oleh masyarakat, terlihat bahwa lahan yang ada 

di wilayah ini sebagian besar merupakan lahan pertanian bukan sawah sebesar 

24.555 Ha sedangkan lahan non pertanian seluas 1.237 Ha. 

Tabel 4.5 

Luas Lahan Menurut Struktur Penggunaan Oleh Masyarakat (Ha) Menurut 

Desa/Kelurahan Di Kecamatan Batang Gansal 

No. Desa/Kelurahan 

Penggunaan Lahan 

Pertanian 

Sawah 

Pertanian 

Bukan Sawah 
Non Pertanian 

1 Siambul  1582 66 

2 Rantau Langsat  305 15 

3 Sungai Akar  3384 342 

4 Usul  2886 78 

5 Seberida  373 63 

6 Talang Lakat  117 25 

7 Belimbing   5032 186 

8 Ringin   3810 146 

9 Penyaguan  3000 62 

10 Danau Rambai  4066 254 

Jumlah  24555 1237 

Sumber Data : BPS Kecamatan Batang Gansal Dalam Angka 2021 
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4.2 Desa Penyaguan 

4.2.1 Kondisi Geografis Desa Penyaguan 

 Lokasi penelitian dalam sebuah penelitian merupakam tempat dimana 

penelitian dilakukan, adapun tempat dan lokasi penelitian yang penulis lakukan ini 

di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal. 

 Desa penyaguan merupakan desa yang terletak di ujung timur kecamatan 

Batang Gansal dengan titik koordinat 0
0
39’0,93” 102

0
34’33,79 Timur. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 2004 

Pasal 04 wilayah Desa Penyaguan berasal dari sebagian wilayah Desa Belimbing 

yang wilayah administrasi pemerintahanya dengan luas wilayah 15 KM
2
. Desa 

Penyaguan terbagi 4 dusun, 17 RT, dan 6 RW. 

Table 4.6 

Daftar Dusun dan Jumlah RT/RW Desa Penyaguan 

No. Dusun RT RW 

1 Tanjung Labu 3 1 

2 Aliran  Jaya 5 2 

3 Air Deras 4 2 

4 Pemekaran 5 1 

Jumlah 17 6 

   Sumber Data : Data Desa Penyaguan 
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Desa Penyaguan merupaka salah satu desa di Kecamatan Batang Gansal 

yang memiliki perbatasan wilayah dengan desa lainnya. Adapun secara 

Administrasi batas – batas wilayah Desa Penyaguan adalah : 

1. Sebelah Utara   : Desa Paya Rumbai 

2. Sebelah Selatan  : Desa Danau Rambai 

3. Sebelah Timur  : Desa Pancur dan Desa Bayas Jaya 

4. Sebelah Barat   : Desa Belimbing dan Desa Ringin 

 

4.2 .2 Kondisi Demografis Desa Penyaguan 

Jumlah penduduk di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal 

berdasarkan BPS kabupaten Indragir Hulu 2021 adalah 1.913 jiwa dengan terbagi 

laki – laki 986 jiwa dan perempuan 927 jiwa.  

Jumlah sekolah yang berada di Desa Penyaguan adalah sebagai berikut : 

Table 4.7 

Jumlah Sekolah Desa Penyaguan 

No. Tingkat Negeri Swasta Jumlah 

1 TK - 1 1 

2 SD 1 1 2 

3 SMP 1 - 1 

Sumber Data : Data Desa Penyaguan 
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Jumlah tempat ibadah di Desa Penyaguan adalah sebagai berikut : 

1. Masjid  : 2 

2. Mushola  : 4 

3. Gereja   : 4 

 

4.2.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi 

Mengetahui kondisi sosial dan ekonomi disuatu wilayah sangat penting 

guna untuk mengetahui potensi diwilayah tersebut. Adapun kondisi sosial dan 

ekonomi di Desa Penyaguan sebagian besar mata pencaharian penduduknya 

adalah mayoritas para petani sawit. 

4.2.4  Struktur Pemerintahan Desa 
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STRUKUTUR PEMERINTAHAN DESA PENYAGUAN 

KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

 

            Gambar 4.1 
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a. Kepala Desa 

1) Tugas kepala desa adalah melaksanakan urusan pemerintah, 

pembangunan, dan ketertiban umum serta melaksanakan urusan 

kepemerintahan yang dilimpahkan oleh gubernur, walikota, bupati, dan 

camat. 

2) Fungsi kepala desa adalah melaksanakan kegiatan pemerintah, 

ekonomi pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat, 

ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan ketatausahaan. 

b. Sekretaris 

1) Tugas sekretaris adalah membantu melaksanakan tugas – tugas 

ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. 

2) Fungsi skretaris adalah pengkoordinasian pelaksana tugas dan fungsi 

kepala desa, pelaksanaan kebijakan, administrasi, kepegawaian, 

perlengkapan rumah tangga pemerintahan desa, serta mempersiapkan 

dan menyimpulkan hasil rapat. 

c. Kepala Urusan Umum 

1) Tugas kaur umum adalah membantu skretaris desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tuga 

pemerintahan. 

2) Fungsi kaur desa melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi 

surat menyurat, asiparis, ekspedisi pemerintah desa, menyediakan 
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perangkat desa dan kantor, pengadministrasian perjalanan dinas, dan 

pelayanan umum. 

d. Kepala Urusan Keuangan 

1) Tugas kepala urusan keuangan adalah membantu sekretaris desa dalam 

urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas 

pemerintahan. 

2) Fungsi untuk mengkoordinasi urusan perencanaan desa, 

menginventarisir data – data dalam rangka pembangunan desa, 

menyusun rencana jangka menengah desa dan rencana kerja 

pemerintaha desa, dan menyusul laporan kegiatan desa. 

e. Kepala Urusan Perencanaan 

1) Tugas kepala urusan keuangan adalah membantu sekretaris desa dalam 

urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas 

pemerintahan. 

2) Fungsi untuk mengkoordinasi urusan perencanaan desa, 

menginventarisir data – data dalam rangka pembangunan desa, 

menyusun rencana jangka menengah desa dan rencana kerja 

pemerintaha desa, dan menyusul laporan kegiatan desa. 

f. Kepala Seksi Pemrintahan 

1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana 

teknis bidang pemerintahan. Kepala seksi pemerintah bertugas 

membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasioanal dibidang 

pemerintahan. 
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2) Fungsi kasi pemerintah adalah melaksanakan manajemen tata praja 

desa, menyusun rancangan regulasi desa, melaksanakan upaya 

perlindungan masyarakat desa, pembinaan masalah pertanahan, 

pembinanaan ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan 

masyarakat desa, penataan dan pengelolaan wilayah, pengelolaan 

profil desa, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

atasan. 

g. Kepala Seksi Kesejahteraan 

1) Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana 

teknis dibidang kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan bertugas 

membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang 

kesejahteraan. 

2) Fungsi seksi kesejahteraan melaksanakan tugas sosialisasi serta 

motivasi masyarakat dibidang sosial, sosialisasi dibidang ekonomi, 

sosialisasi dibidang politik, sosialisasi dibidang lingkungan hidup, 

sosilasisasi dibidang pemberdayaan masyaralkat, sosialisasi dibidang 

pemuda, olahraga, dan karang taruna dan melaksanakan tugas dinas 

dari atasan. 

h. Kepala Seksi Pelayanan 

1) Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana 

dibidang pelayanan. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu 

kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan. 
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2) Fungsi seksi pelayanan melaksanakan penyuluhan dan motivasi 

terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, 

meningkatkan upaya partisipasi, melestarikan nilai sosial budaya 

masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa, 

pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk, urusan kelahiran, kematian, 

menyiapkan sarana dan prasarana desa, melaksanakan pembangunan 

pedidikan dan kesehatan. 

i. Kepala Dusun 

1) Kepala dusun bertugas untuk membantu kepala desa dalam 

melaksanakan tugasnya diwalayahnya. 

Fungsi kepala dusun pembinaan dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobiltas kependudukan dan penataan, dan pengelolaan 

wilayah. Mengawasi pelaksanaan pembagunan diwilayahnya, melaksanakan 

pembinaan upaya – upaya pembardayaam masyarakat, dan menunjang 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
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BAB  VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikaikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penyaguan berjalan 

dengan baik, hal ini di sebabkan oleh : 

1) Pada proses implementasi PKH meliputi penyusan rencana, pelaksanaan 

kegiatan dan pelaporan berjalan dengan baik. 

2) Telah tercapainya tujuan PKH meliputi peningkatan kualitas kesehatan, 

peningkatan taraf pendidikan anak – anak RTSM, dan peningkatan akses 

dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. 

b. Faktor – faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan 

(PKH) di Desa Penyaguan sebagai berikut : 

 

1) Faktor – faktor pendukung pelaksanaan program PKH di Desa Penyaguan 

adalah sebagai berikut : 

 Adanya tenaga pendamping dan operator PKH di Desa Penyaguan, 

tersedianya buku pedoman umum dalam pelaksanaan program PKH, dan 

adanya Standart Operating Procedures (SOP). 

2) Faktor – faktor penghambat pelaksanaan program PKH di Desa Penyaguan 

sebagai berikut : 
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 Permasalahan NIK yang tidak sesuai dengan penduduk desa, 

pelaksanaan sosialisasi yang berjalan kurang baik yang mana para 

peserta sedikit ikut partisipasi dan ini mengakibatkan kurang pemahan 

hak dan kewajiban bagi peserta itu sendiri. Kondisi jalan yang kurang 

baik, dan masalah jaringan komunikasi yang kurang maksimal, tidak 

tersedianya gedung aula, tidak adanya isentif atau dana operasional 

bagi tenaga pendamping PKH dilapangan, hal ini akan menyulitkan 

bagi tenaga pendamping untuk hadir disetiap saat sosialisasi ke 

masyarakat penerima PKH. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang 

direkomendsikan peneliti sebagai bahan evaluasi dan masukan baik untuk 

pengembangan pengayaan teori maupun kebutuhan praktis guna mendukung 

program PKH khususnya di Desa Penyaguan adalah sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, supaya terjadi 

perbaikan pendampingan secara konsisten dan inovatif. Perlu adanya 

pelatihan pemberdayaan kepada peserta PKH agar lebih memahami 

tentang pengetahuan dari program PKH tersebut. Sehingga bisa 

mengentaskan kemiskinan dimasyarakat sesuai tujuan program PKH. 

2. Tim pendamping dan operator PKH perlu melakukan pengawasan dan 

pemahaman kepada RTSM agar bantuan tunai yang diterima dari program 
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PKH bisa digunakan sesuai ketentuan, bail untuk keperluan perbaikan 

kualitas pendidikan dan kesehatan peserta PKH. 

3. Adanya keaktifan setiap komponen yang terlibat dalam menjalin 

komunikasi dan melakukan koordinasi untuk medukung jalannya 

pelaksanaan program PKH ini, seperti kepedulian peserta pentingnya 

sosialisasi. 
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DRAFT WAWANCARA 

 

a. Komunikasi 

1) Bagaimana Pendapat Peserta Tentang Mengenai Pelaksanaan 

PKH ? 

2) Apakah Terdapat Hambatan Dalam Proses Sosialisasi Mengenai 

PKH? 

3) Apakah Informasi Mengenai Pelaksanaan  PKH Yang Diberikan 

Konsisten ? 

b. Sumber Daya 

1. Bagaimana Kemampuan Pelaksana Dalam Melaksanakan PKH ? 

2. Apakah Inforamsi Yang Diberikan Oleh Pelaksana PKH Jelas ? 

3. Apakah Terdapat Pelatihan – Pelatihan Kepada Peserta PKH ? 

4. Apakah Ada Tempat Khusus Untuk Pelatihan Peserta PKH ? 

c. Disposisi 

1. Bagaimana Sikap Pendamping PKH Dalam Melaksanakan Tugas, 

Apakah Komitmen Dan Bertanggung Jawab ? 

2. Apakah Masyarakat Mendukung Dengan Adanya Program PKH ? 

3. Apakah Pemberian Bantuan PKH Sesuai Tepat Sasaran ? 

d. Struktur Birokrasi 

1. Bagaimana Struktur Pengurusan Pelaksana PKH Di Desa 

Penyaguan ? 

2. Siapakan Yang Bertanggung Jawab Dari Pelaksanaan PKH di Desa 

Penyaguan ? 



 

 

DRAFT WAWANCARA 

1. Bagaimana pengetahuan umum tentang PKH ? 

2. Seperti apa proses pendataan peserta PKH ? 

3. Bagaimana sosialisasi program PKH? 

4. Bagaimana pendampingan petugas PKH kepada peserta PKH? 

5. Bagaimana kegiatan kesehatan pesrta PKH ? 

6. Bagaimana kegiatan pendidikan peserta PKH ? 

7. Perubahan apa saja yang dirasakan setelah mendapatkan program PKH ? 

8. Faktor – faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan  PKH di Desa 

Penyaguan ? 

9. Bagaiman upaya penyelesain masalah dalam pelaksanaan PKH di Desa 

penyaguan ? 

10. Faktor – faktor apa saja yang memperlancar pelaksanaan PKH di Desa 

Penyaguan ? 
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